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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS 
NOMOR : 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI 
UNIVERSITAS ANDALAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

a. bahwa Universitas Andalas telah ditetapkan sebagai 
Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan 
RI Nomor 308/KMK.05/2018 tentang Penetapan Remunerasi 
Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan 
Layanan Umum Universitas Andalas pada Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

c. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Rektor Universitas Andalas Nomor 9 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan 
Rektor Universitas Andalas tentang Pedoman Pelaksanaan 
Remunerasi Universitas Andalas.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5336);
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6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 tentang Pendirian 
Universitas Andalas;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 tahun 2009 tentang 
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru 
dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5500);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Kineija Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset, 
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.05/2011 
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan 
Anggaran Badan Layanan Umum;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Keija Universitas Andalas 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan 
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 46 Tahun 2013;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun
2013 tentang Statu ta Universitas Andalas (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 
Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

19. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 176/PMK.05/2017 
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

20. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 501/KMK.05/2009 
tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen 
Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang 
Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

21. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 308/KMK05/2018 
tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan 
Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas 
Andalas pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan 
Tinggi;



22. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 
13415I/MPK/RHS/KP/2019 tanggal22 November 2019 tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas 
Periode Tahun 2019 - 2023;

23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang 
Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI UNIVERSITAS ANDALAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :
1. Universitas Andalas, yang selanjutnya disingkat UNAND, adalah perguruan 

tinggi negeri badan layanan umum.
2. Statuta Unand adalah peraturan dasar pengelolaan UNAND yang digunakan sebagai 

landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unand.
3. Rektor adalah organ UNAND yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAND.
4. Remunerasi adalah imbalan kerja yang terdiri dari tambahan gaji PNBP, honorarium 

dan insentif kineija yang dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, 
dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan tingkat tanggung jawab dan 
tuntutan profesionalisme.

5. Tanggung jawab adalah tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan yang ditetapkan sesuai 
peraturan perundangan-undangan.

6. Profesionalisme adalah mutu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam lingkup 
tanggung jawab dari Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dosen dan Tenaga 
Kependidikan.

7. Kineija adalah hasil kerja yang dapat diukur, diobservasi, dan dicatat.
8. Target kinerja adalah ketetapan target yang terukur dari setiap jabatan.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN REMUNERASI 

UNIVERSITAS ANDALAS 
Pasal 2

(1) Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas dan Buku 
Suplemennya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan 
Rektor ini, merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Rektor ini.

(2) Pedoman Pelaksanaan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas:
a. Bab I
b. Bab II
c. Bab III
d. Bab IV
e. Bab V
f. Bab VI

Pendahuluan 
Mekanisme Pembayaran 
Penetapan Kelas Jabatan 
Penentuan Nilai Remunerasi 
Tata Kelola 
Rubrik Kineija



(3) Buku Suplemen Pedoman Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:
a. Suplemen A : Deskripsi Tupoksi
b. Suplemen B : Template Formulir Dokumen Kineija Rubrik Remunerasi

Pasal 3

Penetapan nilai rupiah tambahan gaji PNBP, honorarium, dan insentif kineija 
ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4

Sejak ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang Pedoman 
Pelaksanaan Remunerasi Universitas Andalas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Padang
4gal 17 Juni 2021
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